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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan 

obyek penelitian dengan judul Analisis Mas{lah{ah Mursalah Terhadap Sidang 

Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang. Skripsi ini bertujuan 

untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah 

yaitu: 1) Bagaimana prosedur Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama 

Sampang dan 2) Bagaimana Analisis Mas{lah{ah Mursalah terhadap sidang 

Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan 

teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang Mas{lahah Mursalah dalam 

Isbat nikah terpadu. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara editing, 

organizing dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan 

dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. Selain itu, 

penulis menggunakan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan sidang isbat 

terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sampang telah diatur 

dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam pasal 11 Perma nomor 1 

tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Dalam Rangka Penerbitan Akta 

Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Sidang Isbat nikah terpadu 

yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sampang Jika dilihat dari 

Mas{lah{ahnya maka Isbat nikah terpadu termasuk dalam Mas}lah}ah H{a>jiyat 
karena jika Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai 

mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, 

namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam 

menjalani kehidupannya. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Untuk lembaga yang 

bersangkutan dalam pencatatan yakni dalam hal buku nikah oleh KUA, 

sedang AKTA kelahiran oleh pencatatan sipil agar mensosialsasikan urgensi 

pencatatan perkawinan lebih masif. Dan untuk masyarakat agar dalam 

melaksanakan sebuah perkawinan agar langsung di KUA, agar mendapatkan 

buku nikah dan terlindungi hak-haknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 

penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang 

dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.1 Salah satu peristiwa hukum 

yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa 

perkawinan. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  

seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.2 Pernikahan merupakan salah satu bagian dari sekian banyak ajaran 

agama Islam. Diantara beberapa tujuan menikah adalah menjalan sunnah 

rasul, melestarikan eksistensi manusia, bentuk syukur dengan karunia Allah 

SWT.3 Tujuan perkawinan dalam Undang-undang adalah membentuk 

keluarga bahagia yang kekal. Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia 

                                                      
1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, 

Huruf (a). 
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1. 
3 M. Ali Ash-Shobuni, Pernikahan Islam (Kado Bahagia ntuk Mempelai Berdua), (Solo: Al 

Maktabah Al-‘Ashriyah, 2006), 6. 
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diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama.4 

Tujuan perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi 

beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat yang telah diatur dalam  

hukum Islam (syarat materiil) maupun syarat formil yang berlaku di 

Indonesia. Hukum positif yang ada dan berlaku sekarang ini adalah Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum Islam, untuk 

dapat melakukan Perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuaian 

antara rukun dengan syarat perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu 

sendiri. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka perkawinan 

dikatakan batal.5 Dalam pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 

yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan 

berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikah 

sirri, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat 

istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi 

yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah sirri 

berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut 

arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi sembunyi atau 

                                                      
4 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. ke-17 (Jakarta: Intersema, 1983), 23. 
5 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi’I, Hanaf, Maliki dan 
Hambali (Jakarta: Hida Karya Agung, 1991), 1. 
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rahasia.6  

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat 

bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang 

menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang- orang atau pihak-pihak 

yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk 

memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk 

mendapatkan kepuasaan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. 

Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul.  

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini 

masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini 

sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka 

menikah tanpa sepengatahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah siri 

dilakukan hanya di hadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja 

sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan 

ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA 

(bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang non 

Muslim) untuk dicatat.  

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan 

pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias 

tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan 

tetapi tidak dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan 

secara negara ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar 

                                                      
6 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), 176. 
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aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain 

sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-

pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif 

dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena 

pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk 

merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat, 

perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.7 

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara 

agama saja atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai 

perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum 

Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur 

secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, 

secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan 

kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat 

hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan anak yang dilahirkan serta harta 

kekayaannya di dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang akan diteliti 

dalam tulisan ini. 

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui 

penetapan hakim suatu pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan 

berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan 

sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak 

                                                      
7 Basith Mualy, Panduan Nikah sirri dan akad nikah, (Surabaya: Quantum Media, 2011), 9.  
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dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri 

atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak 

sekali ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Sampang. 

Melihat permasalahan di atas, penyusun bermaksud meneliti lebih 

dalam dan memberikan analisis terhadap latar belakang di atas dalam skripsi 

yang berjudul “ANALISIS MAS{LAH{AH MURSALAH TERHADAP ISBAT 

NIKAH TERPADU OLEH PENGADILAN AGAMA SAMPANG”. 

Penulis meneliti judul tersebut karena masih banyaknya perkawinan 

yang tidak dicatatkan, sehingga pemerintah mengutus Pengadilan Agama 

mengadakan sidang Isbat nikah terpadu sebagai upaya menjamin pencatatan 

perkawinan bagi warga yang tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran. 

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas terdapat beberapa masalah 

yang sangat pokok, yang akan dikemas dalam identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

a. Pelayanan terpadu Isbat nikah dan prosedurnya.  

b. Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. 

c. Analisis Mas{lah{ah  Mursalah terhadap pelayanan terpadu isbat nikah 

oleh Pengadilan Agama Sampang. 
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2. Batasan Masalah 

Dalam penelitihan ini perlu dilakukan batasan agar pembahasanya 

tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. 

disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitihan. Oleh 

sebab itu maka penulis membatasi masalah dengan membahas tentang 

Analisis Mas{lah{ah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh 

Pengadilan Agama Sampang. 

  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

penulis merumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama 

Sampang ? 

2. Bagaimana Analisis Mas{lah{ah Mursalah terhadap sidang Isbat nikah 

terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian/penelitian yang sudah 

pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 

bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 

duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

 

  

posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.8  

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun 

lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah Isbat nikah : 

1. Pertama, skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat 

Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara 

No.190/Pdt.G/2004/PA/Smn)” yang ditulis oleh Muhammad Dahlan. 

Hakim dalam menetapkan perkara Isbat Nikah harus memperhatikan 

dengan suatu hal dengan objektif, yakni mempertimbangkan dengan 

seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak. 

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi, 

seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 Pasal 57 KHI. Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 Pasal 58 ayat (1) KHI, beserta surat pernyataan yang 

membuat istri dizalimi dikarenakan paksaaan suami untuk berpoligami, 

maka Isbat nikah pada perkara tersebut ditolak.9 Skripsi yang ditulis oleh 

Muhammad Dahlan jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai  dari  

masalah judul sampai pembahasan pun berbeda. Muhammad dahlan 

membahas masalah isbat nikah poligami, sedangkan yang akan penyusun 

tulis tentang masalah isbat nikah terpadu. 

2. Skripsi dengan judul ”Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan 

                                                      
8 Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Edisi 

Januari 2014), 8. 
9 Muhammad Dahlan, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara  Isbat Nikah Poligai Di Pengadilan 

Agama Sleman (Studi Terhadap Perkara No. 190/Pdt.G/2004/Pa/Smn)”, (Skirpsi--IAIN Sunan Ampel 

Surabaya , 2007).  
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Agama Demak Tentang Isbat Nikah”. Yang ditulis oleh Ahid Miftah, 

membahas tentang Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama 

Demak Tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta 

Pasal 7 ayat (2-3) huruf (b dan d) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, 

dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama. Analisis Hukum Islam terhadap dasar-dasar pertimbangan majelis 

hakim Pengadilan Agama Demak, telah sesuai dengan pendapat ahli fiqih 

yang tercantum dalam kitab Buhyatul Mustarsidin yang artinya maka jika 

ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan 

gugatannya itu maka tetaplah perkawinan itu. Sejalan dengan kesimpulan 

di atas, maka disarankan agar para majelis hakim benar-benar 

memperhatikan bukti-bukti secara seksama dalam menetapkan Isbat 

Nikah, demi keutuhan prinsip Syariah.10 

Skripsi diatas berbeda dengan apa yang akan penyusun tulis, baik 

dari segi judul maupun objek penelitian pun berbeda, Ahid miftah 

membahas tentang saksi-saksi sebagai bukti adanya perkawinan dalam 

persidangan isbat nikah, sedang yang akan penyusun tulis mengenai 

analisis Mas{lah{ah  Mursalah dalam isbat nikah terpadu 

3. Skripsi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Isbat 

Nikah Massal Di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo”. Yang ditulis koleh 

M. Nur Hadi Zakariyah, membahas tentang masalah isbat nikah massal 

                                                      
10Ahid Miftah, “Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Tentang Isbat 

Nikah”. (Skirpsi--IAIN  Sunan Ampel Surabaya , 2010). 
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mengenai alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan 

isbat nikah yang didaftarkan secara massal.11 

Skripsi diatas jelas berbeda dengan yang akan penyusun tulis, dalam 

skripsi yang akan saya tulis menggunakan analisis Mas{lah{ah  Mursalah 

dan berbeda objek.  

Berdasarkan telaah terhadap ketiga karya tulis di atas, maka  

penelitian yang penyusun lakukan dengan judul Analisis Mas{lah{ah  Mursalah 

terhadap pelayanan terpadu Isbat nikah oleh Pengadilan Agama Sampang. 

Jelas berbeda dengan karya tulis yang sudah ada baik dari tempat penelitian 

maupun objek yang dikaji. Penyusun akan meneliti prosedur pelayanan 

terpadu Isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sampang 

menggunakan analisis Mas{lah{ah Mursalah lebih dalam. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Mengacu rumusan pertanyaan penelitian di atas, pada prinsipnya 

penelian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana prosedur sidang Isbat nikah terpadu oleh 

Pengadilan Agama Sampang. 

2. Mengetahui bagaimana Analisis Mas{lah{ah Mursalah terhadap sidang 

Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang. 

 

                                                      
11 M. Nur Hadi  Zakariyah, “Skripsi Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Isbat 

Nikah Massal Di Pengadilan Agama Sidoarjo”, (Skirpsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya , 2016). 
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F. Kegunaan Hasil Penelitihan 

1. Secara teori penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

tentang alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim Peradilan Agama 

dalam sidang terpadu Isbat Nikah. 

2. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan wacana bagi masyarakat 

Indonesia bahwa fungsi adanya sidang terpadu Isbat nikah adalah untuk 

menertibkan masalah pencatatan perkawinan. 

 

G.  Definisi Operasional 

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalah 

pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menyajikan definisi operasional. Pada bagian ini penulis akan memaparkan 

beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul, “ANALISIS 

MAS{LAH{AH MURSALAH TERHADAP SIDANG ISBAT NIKAH 

TERPADU OLEH PENGADILAN AGAMA SAMPANG”. 

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Mas{lah{ah Mursalah, Adalah suatu kajian atau penyelidikan dengan 

menguraikan secara jelas dan sistematis dengan menggunakan 

kemaslahatan yang sejalan dengan kemauan syariah dan menjadi dasar 

pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang 

tidak dinyatakan dalam nash untuk menemukan suatu hukum. 

2. Sidang Isbat nikah, pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam 
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yang dilakukan oleh Pengadilan Agama seseuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

3. Terpadu, adalah rangkaian kegiatan sidang yang dilakukan bersama-sama 

dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertententu antara 

Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan 

keliling untuk memberikan pelayanan Isbat nikah sesuai dengan 

kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan 

perkawinan dan pencatatan kelahiran. 

 

H. Metode Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian 

yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif 

dalam bentuk studi lapangan. Oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kualitatif. 

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman 

penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, 

sedangkan penelitian adalah suatu kegiataan untuk mencari, merumuskan dan 

menganalisa sampai menyusun laporan. 

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai 
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untuk mencari, merumuskan dan menganalis sampai menyusun laporan guna 

mencapai satu tujuan. 

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Data adalah fakta yang diperoleh langsung dari lapangan oleh 

sebagai gejala lainya yang ada di lapangan dengan mengadakan 

peninjauan langsung pada obyek yang diteliti.12yaitu yang berkaitan 

dengan Isbat Nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang. 

2. Sumber data 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber yang 

digunakan meliputi sumber primer dan sekunder, yaitu : 

a. Sumber Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan 

penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah   

informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.13 

Sumber data primer yang dimaksud ialah: 

1) Hakim Pengadilan Agama Sampang yang mengisbatkan nikah 

terpadu 

2) Panitera Pengadilan Agama Sampang yang mengisbatkan nikah 

terpadu  

 

                                                      
12 Petunjuk Penulisan Skripsi, (sunan ampel surabaya januari 2014), 9 
13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116. 
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b. Sumber Sekunder  

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, 

buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta 

menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian 

seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul 

penelitian ini. Adapun data skunder dapat diperoleh dari berbagai 

sumber seperti buku ,internet, laporan, jurnal, skripsi, dan lain-lain 

yang terkait dengan isbat nikah. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data menggunakan cara membaca atau 

mepelajari buku peraturan undang-undang dan sumber kepustakaan yang 

berhubungan dengan objek penelitihan. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang mengenai permasalahan yang ada referensinya 

dengan objek yang diteliti. 

Untuk memperoleh beberapa data yang dibutuhkan, maka penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan tanya jawab dengan melakukan tatap muka antara 

pewawancara dengan koresponden menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara).14 Di sini penulis 

mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 

                                                      
14 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian cet. VI (Bogor : Gahlia Indonesia, 2005),19-194. 
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langsung dengan responden dan informan yang banyak mengetahui 

tentang masalah yang diteliti yaitu hakim sebagai orang yang 

menetapkan perkara tersebut dan warga selaku pemohon.  

b. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

permasalahan isbat nikah terpadu, kesesuaian prosedur isbat nikah 

terpadu, perkara di Pengadilan Agama Sampang. 

Dalam hal ini berupa data tentang laporan Isbat nikah terpadu 

tahun 2018 dan jurnal ilmiah serta hasil penelitian yang relevan 

dengan tema skripsi ini. 

4. Tehnik pengolahan Data 

ntuk mensistematiskan data yang telah dikumpulkan dan 

mempermudah penulis dalam melakukan analisis data, maka penulis 

mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang 

diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah 

sebagaimana berikut: 

a. Pengeditan  

Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. 

Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan diedit apabila tidak 

terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penulisan. 

b. Pemberian Kode 

Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh dan 

sudah diedit, kemudian dikumpulkan sesuai dengan relevansi masing-
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masing data tersebut. 

c. Pengorganisasian 

Yaitu mengkategorisasikan atau mensistematiskan data yang telah 

terkumpul. Data-data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian 

diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah 

dipersiapkan. 

d. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data-data yang dibutuhkan oleh penulis terkumpul 

semua dan diolah melalui tehnik pengolahan data yang digunakan 

oleh penulis, kemudian data-data tersebut dianalisis. Sugiono 

menyatakan: bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan baha-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

mudah diinformasikan kepada orang lain.15 

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah 

melalui tehnik pengolahan data, penulis menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode 

analisa data dengan dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata 

dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penulisan ini.16 

Selain itu, penulis menggunakan pola pikir induktif untuk 

menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh 

penulis dalam penulisan ini. Pola pikir induktif yaitu metode analisa 

                                                      
15 Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 224. 
16 Ibid., 225. 
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data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara khusus 

untuk ditarik kesimpulan secara umum. Penulis menggunakan metode 

ini untuk memaparkan secara umum mengenai isbat nikah massal di 

pengadilan agama sampang dalam tinjauan Mas{lah{ah Mursalah, dan 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan 

Mas{lah{ah  Mursalah. 

 

I.  Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka 

perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi 

skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu :  

Bab pertama Pendahuluan, Dalam bab ini menggambarkan 

keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, meto\\de penelitian 

(meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah pembahasan tentang penerapan Mas{lah{ah 

Mursalah dalam hukum islam dan Perma Nomor 1 tahun 2015. Sub bab 

pertama menggambarkan tentang pengertian dan dasar hukum Mas{lah{ah, 

kehujjahan Mas{lah{ah, macam-macam tingkatan Mas{lah{ah, Mas{lah{ah 

mursalah dijadikan sebagai hujjah peristiwa hukum. Kemudian Sub bab ke 
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dua membahas tentang Perma Nomor 1 tahun 2015. 

Bab ketiga adalah pembahasan tentang sidang isbat nikah terpadu 

oleh pengadilan agama Sampang. Sub bab pertama menjelaskan profil 

Pengadilan Agama Kabupaten Sampang. Sub bab kedua sekilas tentang 

perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sampang. Selanjutnya Sub bab 

ketiga menjelaskan pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu oleh Pengadilan 

Agama Sampang.  

Bab keempat adalah analisis Mas{lah{ah mursalah terhadap isbat 

nikah terpadu oleh pengadilan Agama Sampang. Sub bab pertama membahas 

tentang Analisis prosedur sidang isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama 

Sampang. Sub bab kedua Analisis Mas{lahah Mursalah terhadap sidang Isbat 

nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang.  

Bab kelima sebagai penutup. Dalam bab ini, penulis akan 

memaparkan hasil penulisan, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran dari 

uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. 
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BAB II 

MAS}LAH{AH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PERMA NOMOR 

1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING 

PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH 

SYAR'IYAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, 

BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN 

 

A. MAS}LAH{AH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM 

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Mas{lah{ah Mursalah 

Al-Quran dan al-Sunnah adalah sumber utama istinbat hukum 

Islam, Kedua sumber ini menjadi asas penginstinbat{an hukum Islam 

karena al-Quran merupakan wahyu daripada Allah S.W.T, dan al-Sunnah 

menerangkan dan menguraikan apa yang terkandung dalam al-Quran.  

Di samping sumber utama ini, terdapat sumber lain yang digunakan 

oleh para mujtahid dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Ulama fiqh telah 

membagi sumber ini kepada dua bagian, yaitu sumber yang disepakati 

oleh jumhur fuqaha seperti ijma>’ dan qiyas dan sumber yang 

diperselisihkan oleh mereka seperti istih{sa>n, mas}lah{{ah mursalah, ‘urf, 

sadd al-dhara’i, dan al-istis}hab.> Sumber-sumber ini dinamakan juga 

sebagai istidla>l, yaitu menggunakan dalil bukan dari pada al-Quran atau 

al-sunnah, bukan juga daripada ijma’ atau qiyas17. Mas}lah}ah Mursalah 

adalah salah satu cabang daripada istidla>l yang berperanan untuk 

                                                      
17 Hamam Thontowi, Ushul Fiqh, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 35- 40. 
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memelihara maslahat ummah dengan cara menolak segala perkara yang 

bisa mendatangkan mudarat dan menerima segala perkara yang 

mendatangkan manfaat.  

a. Pengertian 

Dalam penggunaan bahasa arab, kata Mas{lah{ah sinonim dengan 

kata manfaah dan antonim dengan kata mafsadah. Sedangkan 

pengertian bahasa secara umum Mas{lah{ah berarti menarik Mas{lah{ah 

dan menolak mafsadah.18  

Mas{lah{ah ( ََمَصْلَحَة) dalam bahasa Arab terbentuk dari lafadz  

 yang bermakna baik atau positif.19 Kata Mas{lah{ah صَلَحََ-يَصْلُحَُ-صُلُحًا

berakar pada al-as{lu ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja 

s{alah{a dan s{aluh{a yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, 

bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari pandangan ilmu s{araf  

(morfologi), kata Mas{lah{ah satu pola dan semakna dengan kata 

manfa’ah. Kedua kata ini (Mas{lah{ah dan manfaa’ah) telah diubah 

kedalam bahasa indonesia menjadi maslahat dan manfaat.20  

Dari segi bahasa, kata al-mas}lah}ah adalah seperti lafaz al-

manfa’at, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu 

kalimat mas}dar yang sama artinya dengan kalimat al-s}alah} seperti 

                                                      
18 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), 261.  
19 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir,  (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788. 
20 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh , (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127. 
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halnya lafaz al-manfa’at sama artinya dengan al-naf’u. Bisa juga 

dikatakan bahwa al-mas}lah}ah itu merupakan bentuk tunggal dari kata 

al-mas}a>lih. Sedangkan arti dari manfa’at sebagaimana yang 

dimaksudkan oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai 

ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama 

yang mendefinisikan kata manfaat sebagai kenikmatan atau sesuatu 

yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.21 

Sedangkan secara terminologi, Mas{lah{ah dapat diartikan 

mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka 

memelihara tujuan syara (hukum Islam).22  

Prof. DR. Rachmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul ‚Ilmu 

Ushul Fiqh‛ menjelaskan arti mas}lah}ah al-mursalah secara lebih luas, 

yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi 

juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak 

ada ketentuan syari’at dan tidak ada ‘illat yang keluar dari syara’ 

yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian 

ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu 

ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk 

menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan 

mas}lah}ah al-mursalah. Tujuan utama mas}lah}ah al-mursalah adalah 

                                                      
21 Muh}ammad bin ‘Ali> Al-Shauka>ni>, Irsha>d al-Fuh}u>l Ila> Tah}qi>q Al-H}a>q min‘ Ilmi Al-Us}u>l, Jilid 2 

(Beiru>t: Da>r Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999), 269. 
22 Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath 
Hukum Islam, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1(Januari-Juni 2009), 24. 
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kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga 

kemanfaatannya.23 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, mas{lah{ah mursalah adalah 

mas{lah{ah di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk 

mewujudkan mas{lah{ah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan 

atas pengakuannya atau pembatalannya.24 

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi mas{lah{ah 

mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-

tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya 

tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau 

tidaknya.25 

Menurut ahli ushul  fiqh, mas}lah}ah  al-mursalah ialah  

kemaslahatan  yang telah disyari’atkan oleh syari’ dalam wujud 

hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak 

terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, 

mas}lah}ah al-mursalah  itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil 

yang menyatakan benar dan salah.26 

b. Dasar hukum Mas{lah{ah mursalah 

 

 

                                                      
23 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh , (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117. 
24Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah 
Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123. 
25 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005),  424. 
26 Sayfuddi>n Abi> H}asan Al Ami>di>, Al-Ah}ka>m fi> usu>l al-Ahka>m, Juz 3 (Riyad: Muassasah 

AlHalabi>, 1972), 142. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 

 

  

Sumber asal dari metode mas{lah{ah mursalah adalah diambil dari 

al-Qur’an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada 

ayat-ayat berikut: 

1) QS yunus : 57 & 58 

   َ َ َ  َ ََ َ  َ ََ َ  َ

  َ     ََ 

Artinya:“ Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajarandari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang-orang yang beriman”.(QS. Yunus: 

57)27 

 

 َ  َ َ   َ  َ   ََ  َ َ ََ   

 

Artinya: Katakanlah; "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, 

hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah 

dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan". (QS.Yunus: 58)28 

 

2) QS. Al QS. Al-Baqarah : 220 

                            

                             

              

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, 

katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah 

baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka 

mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa 

yang membuat kerusakan dari yang mengadakan 

perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia 

dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya 

                                                      
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984,  659. 
28 Ibid. 
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Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-

Baqarah : 220)29 

 

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam 

mengistimbatkan hukum dengan metode mas{lah{ah mursalah adalah 

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah 

yang berbunyi:30 

َيَحْىَََبْنََُمُحَمَّدََُحَدَثَ نَا َالرَّزَّقَ َعَبْدََُحَدَثَ نَا, َعَنََْالخُعْف يَجَاب رَ َعَنََْمَعْمَرََْأنَْ بَأنَاَ,
َوَلَََضَراَرَََلََ:ََموَسَلََّعَلَيْهَ َاللَّهَصَلَىَاللَّهَرَسُولََُقَلََ:َقَلَََعَبَاسَ َابْنَ َعَنَ َع كْر مَةََ
راَرََ َ(مّجهَابنَرواه.َ)ض 

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur 

Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, 

dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat 

mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat 

mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah) 

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas maka menurut Syaih 

Izzuddin bin Abdul Salam dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya 

ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunanya.31 

1) Kehati-hatian dalam penggunaannya. 

2) Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang 

digunakan. 

3) Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan 

dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup 

yang luas.  

 
                                                      
29 Ibid,…59. 
30 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunah Ibn Majah,Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 

t.t.), 784.  
31 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo’ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,  

1987), 31. 
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 Sehubungan dengan ketiga hal di atas maka, di bawa ini 

merupakan kaidah-kaidah tentang mas{lah{ah al-mursalah. 

1) Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan.32 

دَ َدَرْءَُ مََُالْمَفَاس  َالْمَصَال حَ َجَلْبَ َعَلَىَمُقَدَّ

2) Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan.33 

مََُالْمَصَال حَ َجَلْبَُ دَ َدَفْعََُعَلَىَمُقَدَّ َالْمَفَاس 

3) Tidak memudaratkandan tidak dimudaratkan. 

راَرَََلَََوَََضَرَرَََلََ  ض 

4) Kemudaratan dapat dihilangkan 

 يُ زاَلََُالَضَّرَرَُ

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’terhadap 

larangan lebih besar daripada perhatian syara’ terhadap apa-apa yang 

diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, 

namun di dalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah 

didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena 

kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga 

mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. 

 

                                                      
32 Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowa>id Fiqhiyyah Al Fara>id Al Bahiyyah, 

(Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88. 
33 Abd Haq, et al, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual, (Surabaya: Khalista. 2006), 237. 
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2. Kehujjahan Mas{lah{ah 

Pada dasarnya syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah 

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat Manusia. Hal ini 

mayoritas Ulama sepakat bahwa keseluruhan hukum Allah mengandung 

Maṣlah{ah bagi seluruh makhluk di muka bumi, terkhusus manusia. 

Karena tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang 

hakiki bagi Manusia. Sebagaimana yang tercantum dengan jelas dalam 

firman Allah SWT surat Al-Anbiya’ ayat 107: 

 َ    ََ َ   َََََ

Artinya: “ dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk  

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.”34 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus Nabi 

Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam hal ini tidak 

bisa dipungkiri dan perlu adanya pertimbangan sebuah kemaslahatan bagi 

umat Manusia dalam menjalankannya, baik ketika di dunia ataupun di 

akhirat. Suatu hal yang absurd apabila rahmat timbul tanpa dibarengi 

dengan suatu Maṣlaḥah. Apabila dikaitkan, dengan diutusnya Nabi 

Muhammad SAW secara tidak langsung adalah untuk kemaslahatan umat 

manusia dalam kehidupan, sehingga apa yang dilakukan Nabi untuk 

umatnya (sebagai panutan) adalah agar terciptanya kemaslahatan. Hal ini 

bersesuaian dengan kaidah fiqh : 

مَامَ َتَصَرُّفَُ  .ب الْمَصْلَحَةَ َمَنُ وْطَ َالرَّع يَّةَ َعَلَىَالْ 

 

                                                      
34 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 331. 
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Artinya: Taṣarruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan 

rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.35 

 

Dalam hal Mas{lah{ah, Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-

Baqarah ayat 185 dan 286 : 

  …َ ََ  ََ َ َ  ََ…َََ 

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu...”.36 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh 

Allah kepada hamba-hamba-Nya pada dasarnya sangat mudah sekali, 

namun apabila terjadi suatu rintangan atas yang diperintahkan-Nya yang 

menimbulkan kesulitan, maka Allah akan memudahkan dengan 

kemudahan yang lain, yaitu dengan menggugurkan atau menguranginya 

dengan segala bentuk pengurangan, dan hal ini adalah suatu hal yang 

tidak mungkin dibahas perinciannya, karena perinciannya merupakan 

keseluruhan syariat dan termasuk di dalamnya segala macam keringanan-

keringanan dan pengurangan-pengurangan.37 

Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh: 

رَََتَجْل بََُالَْمَشَقَّةَُ ي ْ  َالت َّيْس 

Artinya: Kesulitan itu menarik pada kemudahan”.38 

                                                      
35 Yahya Khusnan Manshur, Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah 
Al-Faroid Al-Bahiyyyah, (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2011), 133. 
36 Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 

2006), 28. 
37 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-

Mannan : Tafsir Al-Qur’an, (Jakarta: Darul Haq, 2014), 241. 
38  Yahya Khusnan Manshur, Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid  
Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyyah…, 19. 
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Selanjutnya dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 286 : 

َ َ َ ََََ...َََََ 

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya...”.39 

 

Pada dasarnya ajaran agama Allah itu mudah, tidak terdapat unsur 

kesulitan di dalamnya. Allah maha mengetahui segalaya, tidak ada 

tuntutan sampai adanya keterpaksaan dari hamba-hambanya.40 

Dalam hal ini Allah memudahkan bagi mereka dengan syariat-

syariatNya yang sangat mudah, di mana Allah tidak memberatkan mereka 

dengan kesulitan, beban-beban, dan tambahan tambahan seperti yang 

diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah tidak memberatkan 

mereka melebihi dari kemampuan mereka. Allah juga mengampuni 

mereka, merahmati, dan membela mereka dari orang-orang kafir.41 

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6: 

    ...َََ َ َ   ََ َ...ََََ

Artinya: “...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...”42 

Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT meletakkan hukum-

hukum bagi kita dengan tidak menjadikannya sulit, susah dan sempit, 

akan tetapi merupakan rahmat dariNya kepada hamba-hambaNya untuk 

                                                      
39 Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 49. 
40 Hikmat  Basyir, at.al, At-Tafsir  Al-Muyassar:  Memahami  Al-Quran  dengan  Terjemahan dan 
Penafsiran Paling Mudah, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 185. 
41 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-
Mannan: Tafsir Al-Qur’an…, 403. 
42 Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 108. 
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menyucikan mereka dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada mereka.43 

Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi Saw yang berbunyi: 

راَرَََوَلَََضَرَرَََلََ  .ض 

 

Artinya: “Tidak  boleh  melakukan  sesuatu  yang  membahayakan  

diri sendiri  dan orang lain”.44 

 

Dilanjutkan dengan kaidah fiqh yang berbunyi: 
 .يُ زاَلََُلضَّرَرَُاََ

 

Artinya:  Kemadharatan harus dihilangkan.45 

3. Macam - macam tingkatan Mas{lah{ah 

Melihat dari tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum yang 

terkait prinsip pokok kehidupan Manusia, para Ulama ushul membagi 

Mas{lah{ah dalam beberapa tinjauan yang berbeda. Di antaranya dapat 

dilihat dari segi kekuatannya, kandungannya, perubahan mas{lah{ah, dan 

dari konteks legalitas formal. 

a. Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan 

hukum, maṣlaḥah terbagi menjadi tiga macam diantaranya:  

1) Maṣlaḥah dharūriyah 

Maṣlaḥah dharūriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok atau kebtuhan dasar umat manusia di 

dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima 

                                                      
43 Hikmat Basyir, at.al, At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan 
Penafsiran Paling Mudah…, 321. 
44 Fajruddin Fatwa et al, Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 

2013), 168. 
45 Yahya Khusnan Manshur, Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah 
Al-Faroid Al-Bahiyyya…, 81. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 

 

  

bentuk pemeliharaan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Inilah yang disebut dengan al-mashālih al-khamsah.  

Memeluk suatu agama adalah,hal yang fitrah sekaligus naluri 

yang tidak dapat diingkari dan merupakan kebutuhan pokok umat 

manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini Allah mensyariatkan baik 

yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, ataupun muamalah wajib 

dipelihara bagi setiap orang. 

Dalam kaitannya kemaslahatan terhadap hak hidup manusia, 

Allah juga mensyariatkan untuk memelihara jiwa dan kehidupan 

dengan berbagai hukum yang ada, seperti syariat qiṣāṣ, 

mengkonsumsi segala hasil sumber daya alam, dalam memelihara 

kehidupan hukum perkawinan merupakan salah satunya untuk 

melanjutkan kehidupan baru setelah Manusia sebelumnya, dan 

berbagai hukum yang lainya. 

Selain itu, Allah mensyariatkan untuk memelihara akal 

sebagai salah satu yang pokok. Hal ini merupakan di mana jalan 

atau cara Manusia dalam memahami dan menetukan 

kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan makan dan 

minum dengan yang baik dan cara yang baik, serta melarang  

makanan atau minuman yang dapat merusak akal dan hidup umat  

manusia, seperti syariat Allah dalam melarang minuman - 

minuman keras. 
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Masalah pokok bagi umat manusia yang tidak kalah penting 

halnya dengan kebutuhan umat Manusia di atas, yang sangat 

berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia di muka  

bumi adalah dengan memelihara keturunan dan harta. Kebutuhan  

ini merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan Manusia. 

Oleh sebab itu, dengan disyariatkannya nikah dengan segala hak 

dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah akad nikah, merupakan 

tujuan Allah dalam memelihara keturunan dan harta.  

Selain dengan adanya pernikahan, Allah juga mensyariatkan 

hukuman pencuri dan perampokan bagi setiap orang dalam 

memelihara harta. Harta sendiri merupakan suatu hal yang 

penting, karena manusia sangat bergantung untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari.  

2) Mas{lah{ah ḥājiyah 

Mas}lah}ah H{a>jiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada 

taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yan diperlukan 

oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa 

mereka. Al-Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah (kemaslahatan sekunder)  yaitu 

al-Mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan 

demi medatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi  

kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.46 Mas{lah{ah 

H{a>jiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai 

                                                      
46 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta:Amzah, 2011), 129. 
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mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan 

manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan 

bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.47  

Contoh sederhana dari mas}lah}ah h}a>jiyat dalam kehidupan 

Manusia sering ditemui dalam berbagai bidang, di antaranya: 

dalam bidang ibadah, seperti adanya syariah ruḥṣah, yakni jama’ 

dan qaṣar bagi musafir, shalat dengan duduk dan berbaring bagi 

yang tidak mampu berdiri, gugurnya kewajiban shalat bagi wanita 

haid dan nifas, dan yang lainnya. Dalam adat kebiasaan, seperti 

kebolehan berburu binatang dan sebagainya. Dalam bidang 

muamalat, seperti melakukan jual beli, utang piutang, kerjasama 

pertanian, adanya lembaga sosial masyarakat, dan yang lainnya. 

Selanjutnya dalam masalah sanksi-sanksi pidana, seperti hak 

wali untuk memaafkan dalam hukum qishas, patungan para 

kerabat dalam menanggung diyat, dan pengguguran hudud, dan 

sebagainya.48 

3) Mas{lah{ah taḥsīniyah 

Maṣlaḥah taḥsīniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya 

sebagai pelengkap dan keleluasan terhadap Kemaslahatan 

dharūriyah dan ḥājiyah. Kemaslahatan ini bertujuan dalam 

kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meski kemaslahatan ini 

                                                      
47 Ibid., 237. 
48 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan 
Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,01 (Maret, 2018), 69. 
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tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan 

umat manusia, akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan manusia 

dalam kehidupan. Seperti halnya dalam beribadah, terdapat 

keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang 

bagus. Dalam bidang lainya, seperti adab dan tata cara makan 

serta membersihkan diri, yang merupakan kemaslahatan dalam 

adat.49 

Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk lapangan 

tah{sīniyah, yaitu melarang wanita-wanita Muslim keluar ke jalan 

umum dengan mengenakan pakaian seronok (tanpa menutup 

aurat) dan berbagai perhiasaan yang mencolok mata.50 

Kemaslahatan ini juga berhubungan dengan al-maṣālih al-

khamsah, meskipun tidak sampai pada kebututuhan dharūriyah 

dan ḥājiyah, kebutuhan ini perlu dipenuhi, Al-Syaṭibῑ 

mengistilahkan hal-hal taḥsīniyah ini dengan makarim al-akhlaq, 

dalam bukunya “al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam, Juz II”.51 

b. Dilihat dari segi kandungan Maṣlaḥah, para Ulama ushul fiqh 

membagi menjadi dua, yaitu: 

1) Maṣlaḥah al-‘Ammah 

 

                                                      
49 Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif 
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83. 
50 Chaerul Uman, Ushul Fiqih 1, (Bandung: Pustaka setia, 2000), 141. 
51 Asriaty, “Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, Jurnal Madania, 

01(Juni, 2015), 123. 
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Maṣlaḥah al-‘Ammah adalah kemaslahatan yang bersifat 

umum dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan 

yang dimaksud tidak hanya berarti untuk kepentingan semua 

orang atau menyeluruh, akan tetapi maksud kemaslahatan ini bisa 

berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat.52 

Kemaslahatan ini bisa disebut dengan al-maṣlaḥah al-

kulliyyah. Misalnya, menjaga para penghafal Al-qur’an dan 

mushaf untuk menjaga Al-qur’an agar tidak berubah dan hilang, 

menjaga hadis-hadis Nabi agar tidak tercampur dengan hadis 

palsu.53 

2) Maṣlaḥah al-Khāṣṣah 

Maṣlaḥah al-khāṣṣah adalah kemaslahatan bersifat individu 

yang menyangkut beberapa orang saja dan sangat jarang dalam 

penerapannya. Misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan 

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan 

hilang (maqfūd).54Apabila kemaslahatan pribadi (maṣlaḥah al-

khāṣṣah) bertentangan dengan kemaslahatan umum (maṣlaḥah al-

‘ammah), maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari 

pada kemaslahatan pribadi.55 

                                                      
52 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116. 
53 Asriaty, Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”…, 123 
54 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…, 116. 
55 Abbas, Maslahat dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah, Jurnal Hukum Diktum, 01 (Januari, 

2015), 5. 
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c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya suatu maṣlaḥah, menurut ahli 

ushul fiqh Muhammad Musthafa al-Syaṭibῑ salah satu guru besar di 

Universitas al-Azhar Kairo, Maṣlaḥah terbagi menjadi dua, 

diantaranya :56 

1) Maṣlaḥah al-Tsābitah 

Kemaslahatan yang mempunyai sifat tetap dan tidak akan 

berubah sama sekali sampai akhir zaman. Misalnya maṣlaḥah 

dalam bidang ibadah yang sifatnya wajib, seperti halnya shalat, 

puasa, zakat, dan haji. 

2) Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah 

Kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah, sesuai dengan 

keadaan baik dari waktu, tempat ataupun subjek hukumnya. 

Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam bidang mu’amalah dan adat kebiasaan, seperti halnya dalam 

permasalah makan yang memili perbedaan pada setiap daerah. 

Dalam studi uṣul fiqh, pembagian ini dimaksud untuk 

memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan 

yang tidak berubah.57 

d. Dilihat dari segi konteks legalitas formal atau keberadaan maṣlaḥah 

menurut syara’ ada tiga, yaitu: 

1) Maṣlaḥah al-Mu’tabarah 

 

                                                      
56 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…, 117. 
57 Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum”, Jurnal Suhuf, 01 (Mei, 2012), 20. 
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Kemaslahatan yang pada dasarnya secara tegas diakui syariat 

dan juga ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikan.58 Kemaslahatan ini diakui keberadaannya oleh naṣ 

dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. 

Sebagaimana halnya dalam al-Qur’an, Islam menetapkan 

hukuman qishash terhadap pembunuhan yang dilakukan secara 

sengaja, menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri, 

melarang melakukan qadzaf dan zina untuk memelihara 

kehormatan manusia.59 

2) Maṣlaḥah al-Mulghāh 

Kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat, 

bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini 

tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum dalam Islam dan 

tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.60Maṣlaḥah al-

Mulghāh merupakan sesuatu yang dinggap baik oleh akal, akan 

tetapi tidak ditolak oleh syara’. Misalnya kemaslahatan pada masa 

sekarang, banyak kalangan Masyarakat mengakui adanya 

emansipasi wanita dalam menyamakan derajatnya dengan laki-

laki. Namun hukum Allah berbeda dengan apa yang dianggap baik 

oleh akal manusia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran 

                                                      
58 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), 149. 
59 Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memaham Hukum Islam secara Komprehensif…, 

84. 
60 Jamaludin Achmad Kholik, Maslahah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer, Jurnal 

Empirisma, 01 (Januari 2016), 23. 
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mengenai hukum waris yang terdapat perbedaan perolehan 

warisan antara laki-laki dan perempuan.61 

3) Maṣlaḥah al-Mursalah 

Kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam 

nash, tetapi tidak ada naṣ secara khusus yang memerintahkan dan 

melarang untuk mewujudkan. Hal ini dapat dilihat dari 

sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang 

dikandungnya.62Adapun contoh maṣlaḥah al-mursalah pada masa 

sahabat Utsman bin Affan, yakni menulis al-Quran kedalam 

beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada 

masa Rasulullah SAW. Alasan mereka dalam megumpulkan tidak 

lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Quran dari 

kepunahan atau hilangnya kemutawatirannya karena 

meninggalkannya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.63 

4. Mas}lah}ah Mursalah Dijadikan sebagai Hujjah 

Ulama’ menetapkan hukum penetapan mas}lah}ah dengan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Yang pertama yaitu Maṣlaḥah hakikat, yang dimaksud Maṣlaḥah 

hakikat yaitu menetapkan orang yang mentasyrĩ’kan hidup pada suatu 

peristiwa, yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. 

                                                      
61 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2, (Jakarta:Kencana,2008), 376. 
62 Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta:Zikrul Hakim, 2004), 87. 
63 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan 
Hukum Islam”…, 72.  
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b. Yang kedua yaitu kemaslahatan Umum, bukan kemaslahatan 

perorangan. Yang dimaksud dengan kemaslahatan umum di sini 

adalah meyakinkan bahwa tasyri’ hukum terhadap suatu peristiwa 

mendatangkan manfaat untuk orang banyak, atau membuang 

kemadharatan, bukan kemaslahatan pribadi atau orang yang sedikit 

jumlahnya. 

c. Yang ketiga yaitu Tasyri’ itu tidak boleh bertentangan bagi 

kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh 

Nash dan ijma’. Tidak sah kemaslahatan ini diperlakukan untuk 

menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah 

warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan Nash Al-

Qur’an.64 

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an mas}lah}ah mursalah adalah 

sebagai berikut :65 

a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu 

muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak 

menggunakan mas}lah}ah al-mursalah maka tidak dapat mengatur 

permasalahan permasalahan yang baru yang timbul untuk 

memperbaiki manusia. 

b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan mas}lah}ah 

mursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi’in dan para mujtahid. 

                                                      
64 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul fIkih, diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1993), 101. 
65 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 125. 
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Mereka menggunakan mas}lah}ah al-mursalah untuk kebenaran yang 

dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mus}h}af-

mus}h}af  lalu dibukukan menjadi Al-Qur’an.  

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil Mas{lah{ah 

mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah : 

a. Hendaknya Mas}lah}ah mursalah digunakan pada suatu obyek 

kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya 

dalam dugaan. 

b. Hendaknya Mas}lah}ah mursalah digunakan pada obyek yang bersifat 

universal bukan pada obyek yang bersifat individual atau khusus. 

Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang sudah 

ditetapkan oleh Nash atau Ijma’.66 

Menurut para ulama us}u>l, sebagian ulama menggunakan istilah 

mas}lah}ah al-mursalah itu dengan kata al-muna>sib al-mursal. Ada pula 

yang menggunakan al-istis}la>h} dan ada pula yang menggunakan istilah 

alistidla>l al-mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda 

namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang 

berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar Mas}lah}ah dapat 

ditinjau dari tiga segi, yaitu: 

a. Melihat Mas}lah}ah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. 

Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad 

nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. 

                                                      
66 Said Agil Husin Al-Munawar, Membangun Metodologi Ushul fiqh (Jakarta: PT. Ciputat Press, 

2014), 14. 
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Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang 

menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. 

Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut mas}lah}ah al-mursalah. 

b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-was}f almuna>sib) 

yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta 

suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung 

sifat yang sesuai dengan tujuan syara’, antara lain untuk menjaga 

status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan 

oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan al-muna>sib al-mursal. 

c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu Mas}lah}ah yang 

ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu 

kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’. 

Proses seperti ini dinamakan istis}la>h (menggali dan menetapkan suatu 

mas}lah}ah).67 

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa 

syarat-syarat mas}lah}ah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah : 

a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti 

menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang 

menggunakan Mas}lah}ah al-mursalah. Sementara mas}lah}ah al-

mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah 

ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat}’i>yyah. 

                                                      
67 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 118 
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b. Hendaknya mas}lah}ah al-mursalah dapat diterima secara rasional di 

dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap 

permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila mas}lah}ah al-

mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat 

menerimanya. 

c. Hendaknya menggunakan mas}lah}ah al-mursalah itu tidak 

menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak 

menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami 

kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya 

menyebutkan, yang artinya “Allah SWT tidak menjadikan agama bagi 

kalian secara sempit”.68 

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan mas}lah}ah 

al-mursalah sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, 

Alasannya sebagaimana berikut : 

a. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap 

permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari Qiya>s. 

b. Sesungguhnya hukum syara’ sudah dapat menetapkan kepastian akan 

sebuah kebenaran. 

c. Sesungguhnya Mas{lah}ah al-mursalah tidak dapat mendatangkan dalil 

yang khusus, yang dalam keadaannya Mas}lah}ah al-mursalah itu hanya 

semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan. 

                                                      
68 Ibid,…130 
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d. Penggunaan Mas}lah}ah al-mursalah tersebut merupakan tindakan yang 

tidak berpedoman pada Nash, sehingga akan mendatangkan atau 

mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang 

dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim. 

e. Apabila Mas}lah}ah al-mursalah diambil dengan alasan apa adanya, 

pasti akan membawa perbedaan baik perbedaan suku, daerah atau 

dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme 

solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara 

diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada 

manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara’ 

yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.69 

Dalam kehujjahan Mas}lah{ah mursalah, juga terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul diantaranya: 

a. Mas}lah}ah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama - 

ulama Syafiiy>yah, ulama Hanafiyyah, dan sebagian ulama Malikiyah 

seperti Ibnu Hajib dan ahli Zahir. 

b. Mas}lah}ah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian 

ulama Imam Maliki dan sebagian ulama Syafi’i, tetapi harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama 

ushul. Jumhur Hanafiyah dan Syafiiyah mensyaratkan tentang 

Mas}lah}ah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila 

terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga 

                                                      
69 A. Faishal Haq, Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam (Surabaya: Citra Media, 

1997), 145. 
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terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu 

terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan.  

Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada 

kemashlahatan yang dibenarkan syara’, tetapi mereka lebih leluasa 

dalam menganggap mas}lah}ah yang dibenarkan syara’ ini, karena 

luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syara’ terhadap 

illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir 

kemaslahatan. 

c. Imam Al-Qarafi berkata tentang Mas}lah}ah mursalah, sesungguhnya 

berhujjah dengan Mas}lah}ah mursalah dilakukan oleh semua madzhab, 

karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya Karena 

adannya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama 

yang paling banyak melakukan atau menggunakan Mas}lah}ah mursalah 

ialah Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus utusan-utusannya 

untuk membimbing umatnya kepada kemashlahatan.  

Kalau memang mereka diutus demi membawa kemashlahatan 

manusia, jelaslah bagi kita bahwa Mas}lah}ah itu satu hal yang 

dikehendaki oleh syara’ atau agama mengingat hukum Allah diadakan 

untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.70 

 

 

                                                      
70 Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005), 150. 
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B. Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam 

Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran 

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, berdasarkan 

Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum 

terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. MA sebagai 

lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk 

membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam 

penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 79 UU MA 

menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan 

atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang membuat 

peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. 

Terkait dengan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan 

dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, 

baik oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015.71 Dalam Pasal 1 

disebutkan bahwa pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu 

waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling 

                                                      
71 Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN dan 

PA/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta 

Kelahiran. 
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untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya 

sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Isbat nikah sesuai dengan 

kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi 

pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengesahan perkawinan adalah 

pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan 

oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan 

Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Pengertian sidang keliling ialah sidang Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar 

gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil. 

Tujuan pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 2 yakni untuk:72  

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum. 

2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh 

hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan 

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Dalam Pasal 3 dijelaskan pelayanan terpadu yang dilakukan oleh 

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang 

keliling. Pelayanan terpadu yang dimaksud meliputi:  

                                                      
72 Ibid. 
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1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya 

oleh Pengadilan Negeri atau Isbat nikah oleh Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan 

pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. 

2. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

3. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota. 

Manfaat adanya pelayanan terpadu dapat dirasakan oleh:73 

1. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum 

dicatatkan. 

2. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di 

gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara 

ekonomi dan geografis. 

3. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-

anak dan penyandang disabilitas. 

4. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan 

konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

Pasal 5 mengatur terkait komponen biaya Pelayanan Terpadu yang 

terdiri dari biaya perkara, biaya perjalanan dan operasional untuk layanan 

                                                      
73 Ibid. 
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sidang keliling. Biaya perkara dibebankan kepada penerima manfaat 

Pelayanan Terpadu. Sedangkan biaya perjalanan dan operasional dibebankan 

kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu 

secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara bilamana 

mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang 

menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Adapun pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat 

sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak 

mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi 

kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu. 

Dalam Pasal 7 dijelaskan terkait Tempat Pelayanan Terpadu yakni 

ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota setempat.74 

Adapun tata cara persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian 

pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 8 yakni sebagai berikut: 

                                                      
74 Ibid 
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1. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang 

rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu. 

2. Penyelenggaraan koordinasi dapat melibatkan pihak lain seperti 

Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil. 

3. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu. 

4. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi 

penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu 

sesuai ketentuanyang berlaku. 

5. Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti 

Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan. 

6. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan 

dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang 

dimiliki oleh pengadilan. 

Selanjutnya Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa 

Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjelasan 

tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu. Adapun 

penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa 
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agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Setelah 

itu, Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan 

dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 

melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Kemudian pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk 

penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan. 

Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, Isbat nikah atau 

penetapanlainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh 

Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Kemudian Pengadilan 

menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kotadalam rangka penerbitan buku nikah atau 

akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Adapun mekanisme pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 11 yakni 

perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri 

adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair). 

Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup 

secara pribadi (in persoon) kecuali ada alasan lain. Dalam hal salah satu 

pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan Isbat nikah tidak 

dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu. Permohonan tersebut diajukan  

kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
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pemohon.75 

Terkait dengan pemeriksaan permohonan yang dimaksud di atas 

dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal. Selanjutnya tata cara sidang di Luar 

Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam 

menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 orang panitera 

pengganti, 1 orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 

orang petugas administrasi. 

Kemudian pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu 

dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan 

pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh 

pengadilan. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai 

dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.  

Adapun Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan 

layanan Pos Bantuan Hukum dan/atau sidang reguler. Dalam Pasal 12 

dijelaskan bahwa perkara Isbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara Isbat 

nikah yang bersifat permohonan (voluntair). Kemudian sidang permohonan 

Isbat nikah dihadirioleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara 

pribadi (in persoon) kecuali ada alasan lain. 

Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, 

permohonan Isbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu. 

Pemeriksaan permohonan Isbat nikah tersebut dapat dilaksanakan oleh hakim 

                                                      
75 Ibid 
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tunggal. Adapun tata cara sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 orang 

panitera pengganti, 1 orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-

kurangnya 1 orang petugas administrasi. 

Terkait dengan pelaporan, monitoring dan evaluasi disebutkan 

dalam Pasal 13 yakni:76 

1. Pengadilan dan instansi terkait masing-masing menyampaikan laporan 

pelaksanaan Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Laporan pelaksanaan tersebut  sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Jumlah penetapan pengesahan perkawinan dan/atau perkara terkait 

lainnya bagi Pengadilan Negeri; 

b. Jumlah penetapan Isbat nikah bagi Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar'iyah; 

c. Penggunaan anggaran; 

d. Waktu dan tempat pelayanan;  

e. Permasalahan dalam pelaksanaan. 

3. Pengadilan melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 

bulan sekali terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu. 

4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dilakukan oleh 

Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung RI, atau Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah 

                                                      
76 Ibid 
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Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI. 

5. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan dan perkembangan 

pelaksanaan Pelayanan Terpadu. 

Dalam hal pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Terpadu 

disampaikan melalui berbagai media pengaduan yang telah disediakan oleh 

Pengadilan. Pengaduan masyarakat tersebut diselesaikan sesuai dengan 

mekanisme di Pengadilan. Selanjutnya Pengadilan secara berkala 

mengevaluasi pengaduan yang masuk untuk merumuskan perbaikan kualitas 

Pelayanan Terpadu. Hal demikian diatur dalam Pasal 14. 
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BAB III 

SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU OLEH PENGADILAN AGAMA 

SAMPANG 

 

 

A. PROFIL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sampang 

a. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sampang 

Pengadilan Agama Sampang termasuk salah satu Pengadilan 

Agama yang berkedudukan di Madura, yang dahulu pengaturan 

tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya berdasarkan pada 

Stb. Tahun 1882 Nomor 152 Jo Stb. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 

tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. 

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Sampang secara 

spesifik sampai hari ini masih dalam penelusuran. Dokumen tertua 

yang telah ditemukan berupa putusan Pengadilan Agama Sampang 

Nomor 1 Tahun 1958 dalam perkara Fasakh yang dijatuhkan pada 

tanggal 07 januari 1958 dengan ketua dijabat oleh KH. ZUBAIR. 

Sudah barang tentu, dalam perkembangan Kekuasaan Kehakiman, 

eksistensi Pengadilan Agama diatur dengan Undang-undang Nomor 

19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
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Kehakiman, dan terkhir diganti dengan Undang-undang Nomor 4 

Tahuh 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, eksistensi Pengadilan Agama telah diperkuat 

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi 

dasar eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama telah semakin 

diperkokoh dengan lahirnya Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama.  

Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur eksistensi 

dan kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas sudah 

barang tentu kesemuanya menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama 

Sampang. 

b. Daftar Ketua Pengadilan Agama Sampang yang pertama sampai 

dengan sekarang 

 

Dari data yang sementara ini dapat dihimpun, jabatan Ketua 

Pengadilan Agama Sampang secara berurutan dijabat oleh : 

1) KH.Zuber Periode jabatan masih ditelurusi 

2) KH. Zayyadi Periode jabatan masih ditelusuri 

3) Drs. H.M. Yusoef Chotib, SH. Tahun 1976 – 1992  

4) A. Soetikno Rozy, SH. Tahun 1992 – 1994 

5) Drs. A. Faqih Sulaiman Agustus 1994 – September 2001 
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6) Drs. Mustanjid Aziz Juni 2002 – Agustus 2004 

7) Drs. Hidayat Kusfandi, SH Agustus 2004 s/d Januari 2006 

8) Drs. Hidayat, SH. Januari 2006 s/d 2008 

9) Drs. H. Nanang Faiz 2008 s/d 2010 

10) Drs.H.  Moh. Khazin  2010 s/d 2012 

11) Drs. H. Syaiful Heja, M.H. 2012 s/d 2016 

12) Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. 2016  

13) Drs. H. Moch. Syafruddin, M. Hum s/d sekarang  

2. Struktur Organisasi  

Gambar 2.1 

 

3. Tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
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Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta 

ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 

Tahun 2009. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. 

Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 

pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya. Melaksanakan tugas-

tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan 

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan 

terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya. 
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4. Kewenangan Pengadilan Agama Sampang 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Mahkamah Agung 

Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta 

peradilan Negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis 

dibidang kekuasaan kehakiman.  

Berbicara tentang perkara di Pengadilan Agama Sampang, ada 

beberapa hal yang perlu di perhatikan diantaranya mengenai kewenangan 

mengadili di Pengadilan Agama Sampang. 

a. Kewenangan Relatif 

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis 

dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan 

yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.77
 Kewenangan ini 

berkaitan dengan mengadili berdasarkan wilayah hukum suatu 

Pengdilan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

UU No. 50 Tahun 2009 sehingga Pasal 4 ayat (1) berisi: Pengadilan 

Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.78 

                                                      
77 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, (Jakarta: Pustaka 

Kartini, 1988), 77. 
78 Pasal 4 Ayat (1), Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang No.3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 
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Berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Sampang 

hanya berwenang menyelesaikan perkara yang berada di Kabupaten 

Sampang yang meliputi:  

1) Kecamatan Sampang 

2) Kecamatan Banyuates 

3) Kecamatan Camplong 

4) Kecamatan Ketapang 

5) Kecamatan Sokobanah 

6) Kecamatan Robatal 

7) Kecamatan Kedungdung 

8) Kecamatan Tambelangan  

9) Kecamatan Karang Penang 

10) Kecamatan Omben 

11) Kecamatan Torjun 

12) Kecamatan Jrengik 

13) Kecamatan Sreseh 

14) Kecamatan Pangarengan 

b. Kewenangan Absolut 

Kewenagan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan materi 

hukum.79 Materi hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur 

dalamketentuan Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan 

Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan 

                                                      
79 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari‘ah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), 53. 
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perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Seiring dengan perkembangan 

hukum dan kebutuhan hukum dimasyarakat, khususnya masyarakat 

muslim yang semakin meluas, maka adanya penambahan kewenangan 

Pengadilan Agama setelah adanya amandemen UU Nomor 3 tahun 

2006 perubahan atas UU Nomor 49 Tahun 1989 tentang Pengadilan 

Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama menyelesaikan perkara 

dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

sedekah dan ekonomi syari‘ah.80  

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Mahkamah Agung 

RI melakukan berbagai program dengan capaian salah satunya adalah 

Reformasi Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan peradilan 

juga mendapat dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi 

Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan 

perundang-undangan yang baru, oleh karena itu perlu 

mengembangkan cetak biru pembaruan Pengadilan 2010 - 2035 yang 

memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang 

dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah dalam 

menjalani cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. 

                                                      
80 Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lihat Juga Penjelas Pasal 49 

No.3 

Tahun 2006. 
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B. Sekilas tentang perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Sampang 

 

1. Prosedur pengajuan Isbat nikah  

Prosedur permohonan Isbat nikah sama halnya dengan prosedur yang 

ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang 

harus ditempuh oleh pemohon Isbat nikah antara lain:81 

a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan  

1) Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama Sampang 

2) Membuat surat permohonan Isbat nikah. Surat permohonan dapat 

dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, 

maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan 

Hukum) yang ada pada pengadilan Agama Sampang secara cuma 

cuma. 

3) Surat permohonan Isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan 

yaitu 1) surat permohonan Isbat nikah digabung dengan gugat 

cerai dan 2) surat permohonan Isbat nikah. 

4) Memfotokopi formulir permohonan Isbat nikah sebanyak 5 

rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang 

telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan 

kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon. 

5) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat 

keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat. 

b. Membayar Panjar Biaya Perkara 

                                                      
81 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama Buku II,2013. 
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1) Membayar panjar biaya perkara. Apabila Pemohon tidak mampu 

membayar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan 

permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). 

2) Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya   

yang berkaitan  dengan perkara  Pemohon di Pengadilan menjadi  

tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari 

rumah ke pengadilan. Apabila Pemohon merasa biaya tersebut  

masih tidak terjangkau, maka Pemohon dapat mengajukan Sidang 

Keliling. 

3) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa 

meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta  

sisa panjar biaya perkara. 

c. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan 

1) Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang  

tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara 

langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan. 

d. Menghadiri Persidangan 

1) Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang  

tertera dalam surat-surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat 

waktu dan tidak terlambat. 

2) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat  

Panggilan Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah 

diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas  
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para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli.  

Dalam kondisi tertentu hakim kemugkinan akan melakukan 

pemeriksaan isi permohonan. 

3) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada 

Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan  

waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak   

hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan  

pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat. 

4) Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon 

harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan 

permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta 

Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui 

pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau 

orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon. 

e. Putusan/Penetapan Pengadilan 

1) Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan 

mengeluarkan putusan/penetapan Isbat nikah. 

2) Salinan putusan/penetapan Isbat nikah akan siap diambil  dalam  

jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir. 

3) Salinan putusan/penetapan Isbat nikah dapat diambil sendiri ke 

kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan 

Surat Kuasa. 
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4) Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut,  

Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan 

pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan 

putusan/penetapan pengadilan tersebut. 

Gambaran perkara isbat nikah yang dilaksanakan di kantor PA 

Sampang seperti dalam tabel berikut : 

LAPORAN PERKARA ISBAT NIKAH YANG DITERIMA OLEH 

PENGADILAN AGAMA SAMPANG TAHUN 2018 

TABEL 3.1 

 

No Bulan Jumlah Perkara Presentase 

1 Januari 42 15.22% 

2 Februari 23 8.33% 

3 Maret 20 7.24% 

4 April 19 6.88% 

5 Mei 15 5.43% 

6 Juni 11 4.00% 

7 Juli 33 11.95% 

8 Agustus 39 14.13% 

9 September 21 7.60% 

10 Oktober 26 9.43% 

11 November 26 9.43% 

12 Desember 1 0.36% 

Jumlah 276 100.00% 

*data pengadilan agama sampan tahun 2018 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perkara Isbat nikah yang 

disidangkan di pengadilan agama Sampang sepanjang tahun 2018 

sebanyak 276 perkara. Dimana jumlah pengajuan Isbat nikah terbanyak 
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terjadi pada bulan Januari yaitu 42 perkara dan paling rendah pada bulan 

desember yaitu hanya 1 perkara.  

 

C. Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang di pendopo 

kabupaten Sampang 

1. Latar belakang Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang 

Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa 

diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan 

melalui perkawinan yang sah (yang dibuktikan dengan akta 

perkawinan) dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan 

dalam akta kelahiran. Namun, bagi sebagian masyarakat miskin, 

guna memperoleh hak identitas hukum tersebut menghadapi 

hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses 

pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. 

Untuk mensukseskan program pemerintah dalam 

pendataan jumlah penduduk kabupaten Sampang, dan setelah di 

survey ternyata masyarakatnya, terutama pasangan suami istri 

dalam pernikahannya melalui para Kyai (nikah siri) dan tidak 

ditindaklanjuti oleh Pasangan suami istri tersebut ke Kantor 

Urusan Agama (KUA) sehingga banyak pasangan suami istri 

tersebut tidak mempunyai buku nikah serta tidak tercatat di 

KUA. 
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2. Tujuan Isbat nikah terpadu 

Tujuan Isbat nikah terpadu terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 

2015 pasal 2 yang berbunyi : 

a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum 

b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam 

memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran 

yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.82 

Secara prinsip, pelaksanaan Isbat nikah terpadu sama dengan Isbat 

nikah reguler yang dilaksanakan di pengadilan. Yang membedakannya 

adalah tempat di luar pengadilan, biaya nihil, hakim tunggal dan 

pemangilannya kolektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terselenggaranya Isbat nikah terpadu ini dalam rangka memenuhi hak 

memperoleh identitas hukum berupa akta nikah bagi masyarakat yang 

tidak mampu sebagai solusi yang diberikan negara agar memperoleh 

kepastian hukum.  

3. Pelaksanaan Sidang Isbat nikah Terpadu 

Sidang Isbat nikah terpadu hanya dilaksanakan pada bentuk 

permohonan (voluntair) di mana yang mengajukan Isbat nikah adalah 

suami istri. Jika yang mengajukan hanya suami atau istri, maka istri atau 

suami harus didudukan sebagai termohon. Berarti perkara tersebut 

termasuk perkara contentius. Dalam kasus yang demikian, tidak akan 

dilayani dalam sidang Isbat nikah terpadu. Termasuk dalam hal ini 

                                                      
82 Perma 1 tahun 2015, pasal 2. 
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apabila salah satu pihak atau kedua pihak telah meninggal dunia tidak 

bisa dilakukan dalam pelayanan terpadu.  

Pelaksanaan sidang Isbat nikah terpadu di laksanakan untuk 

membantu masyarakat yang buta hukum untuk mendapatkan buku nikah 

dalam rangka pencatatan pernikahannya. Pelaksanaan sidang Isbat nikah 

terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang dilaksanakan pada hari Jumat 

tanggal 09 maret 2018 jam 08.00 WIB bertempat di Aula pendopo 

Kabupaten Sampang. Adapun dalam sidang Isbat nikah terpadu yang 

harus dilakukan adalah:83 

a. Pendaftaran perkara sidang Isbat nikah terpadu 

Dalam sidang perkara Isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama 

Kabupaten Sampang yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten 

Sampang pendaftaran dilakukan dengan cara mengajukan data 

tersebut dan Pengadilan Agama menyerahkan blanko pendaftaran 

yang kemudian administrasi mengenai pembayaran dilaksanakan oleh 

para pihak. 

Adapun pendaftaran dalam sidang Isbat nikah terpadu di 

Pengadilan Agama Kabupaten Sampang secara umum dalam 

pendaftaran sama, permohonan dalam sidang Isbat nikah terpadu ini 

tetap yang bersangkutan yang mengajukan permohonan, hanya 

perbedaannya sidang Isbat nikah ini bersifat kolektif.  

b. Proses pelaksanaan sidang Isbat nikah terpadu 

                                                      
83 Faiq, Wawancara, Pengadilan Agama Sampang, 31 Oktober 2018. 
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Pengadilan Agama Kabupaten Sampang menugaskan hakim-

hakim untuk melaksanakan sidang Isbat nikah terpadu serta 

memberikan jadwal. Untuk pelayanan sidang Isbat nikah terpadu 

adalah pada hari jumat karena pada hari jumat hakim tidakada sidang. 

Sehingga tidak ada alasan kurangnya hakim menjadikan kendala 

untuk melayani masyarakat karena sepanjang itu untuk kepentingan 

masyarakat serta membawa dampak manfaat bagi masyarakat. 

Mengenai sidang Isbat nikah terpadu yang diadakan di Pendopo 

Kabupaten Sampang dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada 

hari itu juga peserta sidang perkara Isbat nikah terpadu langsung 

mendapatkan penetapan. 

Proses persidangan tahapan sama yaitu ada pemeriksaan identitas, 

pemberian arahan-arahan, pertanyaan hakim, bacaan permohonan, 

pembuktian dan apabila sudah ditemukan fakta hukum maka 

diberikan penetapan. 

Tahapan-tahapan pelaksaan sidang Isbat nikah terpadu di 

Pengadilan Agama Sampang adalah sebagai berikut:84 

1) Tahap pemeriksaaan sidang Isbat nikah terpadu 

Dalam pemeriksaan sidang Isbat nikah terpadu sama dengan 

sidang Isbat nikah pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara 

terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu 

berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya 

                                                      
84 Faiq, Wawancara, Sampang 31 oktober 2018 
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kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat 

permohonan Isbat nikah dan hakim mulai menanyakan pokok 

perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan 

kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu. 

2) Tahap pembuktian sidang perkara Isbat nikah terpadu 

Pada tahap ini pemohon sidang Isbat nikah terpadu diberikan 

kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan 

wali. 

Diawali dengan Bukti surat berupa foto kopi kartu tanda 

penduduk kedua belah pihak foto kopi kartu keluarga atas nama 

para pemohon, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat 

atas nama pemohon yang di tanda tangani dan dikeluarkan oleh 

kepala Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten 

Sampang, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas 

nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh 

kepala kantor urusan agama Kecamatan Karang Penang.  

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan 

untuk pemanggilan para saksi dan ketua majlis mulai memberikan 

beberapa pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa 

yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. 

Apabila semua bukti telah di ungkapkan dan menyatakan bahwa 

pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum. 

3) Tahap kesimpulan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 

 

  

Atas pertanyaan ketua majlis, pemohon membenarkan dan 

menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon 

menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan 

mohon penetapan. 

4) Tahap Penetapan 

Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan 

adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai 

diajukannya Isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten 

Sampang. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan 

penetapan Isbat nikah. 

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di 

muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan 

hak-haknya, Apabila permohonan dikabulkan maka majelis akan 

akan mengeluarkan penetapan yang ditembuskan ke KUA dan 

Disdukcapil. 

4. Status Perkara 

Berikut ini gambaran perkara Isbat nikah terpadu Pengadilan Agama 

Sampang : 

LAPORAN PERKARA SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU 

PENGADILAN AGAMA SAMPANG TAHUN 2018 

TABEL 3.2 

Nomor 
Tempat 

Pelaksanaan 

Waktu 

Pelaksanaan 

Jumlah 

Perkara Isbat 

Nikah Yang 

Disidangkan 

Jumlah Buku 

Nikah Yang 

Dikeluarkan 

KUA 

Jumlah 

Akta 

Kelahiran 

Yang 

Dikeluarkan 

Dukcapil 
Kabul Tolak Suami Istri 
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Sumber : data Pengadilan Agama Sampang tahun 2018 

jumlah pihak yang ikut serta di dalam penyelenggaraan Isbat nikah 

terpadu pada tanggal 09 maret 2018 sebanyak 241 pasangan, di mana 

terdapat 231 perkara yang dikabulkan dan 10 perkara yang ditolak oleh 

hakim, dan sebanyak 231 buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA untuk 

masing-masing pasangan, dan 175 akta kelahiran yang dikeluarkan oleh 

Disdukcapil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Pendopo 

Kabupaten 
23/02/2018 120 0 120 120 0 

2 
Pendopo 

Kabupaten 
09/03/2018 231 10 231 231 175 

3 0 0           

4 0 0           

5 0 0           

6 0 0           

7 0 0           

Jumlah     351 10 351 351 175 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 

 

BAB IV 

ANALISIS MAS{LAH{AH MURSALAH  TERHADAP SIDANG ISBAT NIKAH 

TERPADU OLEH PENGADILAN AGAMA SAMPANG 

 

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan 

Sampang 

 

Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa 

diskriminasi, termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui 

perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam 

akta kelahiran. Mengingat kuranganya kesadaran sebagian anggota 

masyarakat Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang 

akan pentingnya pencatatan perkawinan dimana saat melaksanakan 

pernikahannya melalui para Kyai (nikah siri) dan tidak ditindaklanjuti oleh 

Pasangan suami istri tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga 

banyak pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai buku nikah serta tidak 

tercatat di KUA. 

Isbat nikah adalah pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama 

untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syariat 

agama Islam untuk mendapat kekuatan hukum. Namun karena adanya faktor 

banyaknya masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran 

untuk anak mereka, maka Isbat nikah terpadu merupakan solusi dari 

permasalahan tersebut. Isbat nikah terpadu merupakan sidang penetapan 
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perkawinan yang dilaksanakan secara bersama-sama (terpadu) dengan 

beberapa instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil. 

Maka Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara tersebut dengan diadakannya Isbat nikah terpadu. untuk terciptanya 

kemaslahatan masyarakat serta memberikan keadilan khususnya bagi 

pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka Isbat nikah terpadu ini 

adalah langkah yang tepat dan merupakan bagian dari upaya Pengadilan 

Agama Sampang dalam melayani masyarakat. 

Pelaksanaan Isbat nikah terpadu dilakukan dalam sidang di luar 

pengadilan (sidang keliling) sesuai dengan SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 

tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama dalam poin G dinyatakan 

“Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan 

tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang 

dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah Isbat nikah 

(pengesahan/pencacatan nikah) bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA. 

Pelaksanaan sidang Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama 

Sampang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 maret 2018 jam 08.00 

WIB bertempat di Aula pendopo Kabupaten Sampang.85 

Tahapan-tahapan pelaksaan sidang Isbat nikah terpadu di 

Pengadilan Agama Sampang adalah sebagai berikut:86 

1) Tahap pemeriksaaan sidang Isbat nikah terpadu 

                                                      
85 Faiq, Wawancara, Sampang, 31 Oktober 2018. 
86 Faiq, Wawancara, Sampang, 31 Oktober 2018. 
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Dalam pemeriksaan sidang Isbat nikah terpadu sama dengan 

sidang Isbat nikah pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara 

terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu 

berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya 

kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat 

permohonan Isbat nikah dan hakim mulai menanyakan pokok 

perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan 

kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu. 

2) Tahap pembuktian sidang perkara Isbat nikah terpadu 

Pada tahap ini pemohon sidang Isbat nikah terpadu diberikan 

kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan 

wali. 

Diawali dengan Bukti surat berupa foto kopi kartu tanda 

penduduk kedua belah pihak foto kopi kartu keluarga atas nama 

para pemohon, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat 

atas nama pemohon yang di tanda tangani dan dikeluarkan oleh 

kepala Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten 

Sampang, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas 

nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh 

kepala kantor urusan agama Kecamatan Karang Penang. 

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan 

untuk pemanggilan para saksi dan ketua majlis mulai memberikan 

beberapa pertanyaan.Pemohon bebas mengemukakan peristiwa 
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yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. 

Apabila semua bukti telah di ungkapkan dan menyatakan bahwa 

pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum. 

3) Tahap kesimpulan 

Atas pertanyaan ketua majlis, pemohon membenarkan dan 

menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon 

menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan 

mohon penetapan. 

4) Tahap Penetapan 

Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan 

adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai 

diajukannya Isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten 

Sampang. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan 

penetapan Isbat nikah. 

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka 

umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-haknya, Apabila 

permohonandikabulkan maka majelis akan akan mengeluarkan penetapan 

yang ditembuskan ke KUA dan Disdukcapil. Terkait prosedur sidang isbat 

nikah terpadu oleh pengadilan agama sampang telah diatur dalam pasal 11 

Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam 

rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. 
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Proses pemeriksaan Isbat nikah terpadu pada dasarnya sama dengan 

proses pemeriksaan Isbat nikah pada umumnya. Yang membedakan sidang 

Isbat nikah terpadu dengan perkara Isbat lainnya adalah terletak pada : 

1. Penyelenggaraan sidang Isbat nikah terpadu dilaksanakan secara kolektif 

sedangkan Isbat nikah biasa secara pribadi.  

2. Dalam sidang Isbat nikah terpadu hakimnya boleh tunggal. 

3. Instansi yang terlibat terdiri atas Pengadilian Agama, Kemenag dalam hal 

ini KUA, Pemda dalam hal ini Disdukcapil, sedangkan Isbat nikah biasa 

hanya melibatkan Pengadilan Agama. 

4. Tempat penyelenggaraan sidang Isbat nikah terpadu bisa menggunakan 

ruang sidang Pengadilan Agama, tetapi pada umumnya dilaksanakan di 

luar pengadilan dalam bentuk sidang keliling yang tempatnya bisa di 

Pemda, Gedung Serba Guna, Kecamatan dan tempat lain yang 

refresentatif untuk sidang, sedangkan untuk sidang Isbat biasa 

dilaksanakan di pengadilan. 

Menurut peneliti prosedur pelaksanaan sidang Isbat terpadu yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sampang telah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2015 tentang 

pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan agama dan pengadilan 

agama/mahkamah syari’ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku 

nikah, dan akta kelahiran. 
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B. Analisis Mas{lahah Mursalah terhadap sidang Isbat nikah terpadu oleh 

Pengadilan Agama Sampang 
 

Tujuan diberlakukan Isbat nikah terpadu adalah untuk 

meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum dan membantu 

masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta 

perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, 

cepat dan biaya riangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terselenggaranya Isbat nikah terpadu ini dalam rangka memenuhi hak 

memperoleh identitas hukum berupa akta nikah bagi masyarakat yang tidak 

mampu sebagai solusi yang diberikan negara agar memperoleh kepastian 

hukum. 

Salah satu manfaat dari hadirnya Isbat nikah terpadu adalah 

terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan 

salah satu tujuan hukum Islam. Menurut As-Syatibi bahwa Allah 

menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain kecuali untuk mengambil 

kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (jalb almas}a>lih wa dar’ al-

mafa>sid).87 Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang 

Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika 

dianalogikan, ketentuan mengenai Isbat nikah dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak lain dimaksudkan untuk 

lahirnya kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia. Ketentuan mengenai 

Isbat nikah yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan jika dikaji dengan 

menggunakan teori mas}lah}ah dan maqa>s}id shari’ah Al-Syatibi, dapat 

                                                      
87Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat. (Beirut: Da>r al Ma’rifah,1997), 12.  
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dirumuskan sebagai berikut:  

Pertama, bahwa ketentuan mengenai Isbat nikah tidak ditunjukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Quran dan 

al-Sunnah), dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, 

sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori mas}lah{ah dan 

karena salah satu kriteria dari teori mas}lah{ah adalah tidak adanya dalil 

khusus yang menunjukannya.  

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin 

banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, 

perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena 

jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban 

dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan 

penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Isbat nikah bagi 

perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan maqa>s}id shari’ah.  

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka 

perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik 

berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, 

tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak 

terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer ad}-D{aru>ry, berupa hifz} al-nasl 

(memelihara keturunan/ kehormatan) dan hifz} al-mal (memelihara harta) 

tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Isbat nikah bermuara pada 

menolak kemadharatan/kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan 

manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang. 
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Keempat, bahwa Isbat nikah telah memberikan kemaslahatan/keadilan 

sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada 

pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakkan 

adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal itu sejalan 

dengan kaidah fiqh : 

   الخاصةَالمصلحةَعلىَمقدمةَالعامةَالمصلحة

“Kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada 

kemaslahatan individu”88.  

 

Kelima, bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah 

mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup 

dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama 

Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan 

ketentuan Isbat nikah itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti 

terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan 

masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-

lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru 

menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya 

lokasi atau karena halangan hukum (al-man’i) lain. 

tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan mas}lah}ah ,yakni : 

Maṣlaḥah dharūriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok atau kebtuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. 

                                                      
88 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah Yang Praktis. Cet. ke-3. (Jakarta: Kencana, 2010), 11. 
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Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan, yakni agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang disebut dengan al-mashālih al-

khamsah. 

Mas}lah}ah H{a>jiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf 

kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yan diperlukan oleh manusia 

agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Al-Mas}lah}ah al-

H{a>jiyyah (kemaslahatan sekunder) yaitu al-Mas}lah}ah yang dikandung oleh 

segala perbuatan dan tindakan demi medatangkan kelancaran, kemudahan,  

dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.89 

Mas{lah{ah H{a>jiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai 

mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, 

namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam 

menjalani kehidupannya.90 

Maṣlaḥah taḥsīniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai 

pelengkap dan keleluasan terhadap Kemaslahatan dharūriyah dan ḥājiyah. 

Kemaslahatan ini bertujuan dalam kebaikan dan kebagusan budi pekerti. 

Meski kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap 

tatanan kehidupan umat manusia, akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan 

manusia dalam kehidupan. 

Ulama menetapkan hukum penetapan mas}lah}ah dengan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

                                                      
89 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 129. 
90 Ibid., 237. 
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a. Yang pertama yaitu Maṣlaḥah hakikat, yang dimaksud Maṣlaḥah hakikat 

yaitu menetapkan orang yang mentasyrĩ’kan hidup pada suatu peristiwa, 

yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. 

b. Yang kedua yaitu kemaslahatan Umum, bukan kemaslahatan perorangan. 

Yang dimaksud dengan kemaslahatan umum disini adalah meyakinkan 

bahwa tasyri’ hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat 

untuk orang banyak, atau membuang kemadharatan, bukan kemaslahatan 

pribadi atau orang yang sedikit jumlahnya. 

c. Yang ketiga yaitu tasyri’ itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan 

hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Nash dan ijma’. 

Tidak sah kemaslahatan ini diperlakukan untuk menyatakan hak anak 

laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini 

batal karena bertentangan dengan Naşh Al quran.91 

Menurut peneliti sidang Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama Sampang Jika dilihat dari Mas{lah{ahnya maka termasuk 

Mas}lah}ah H{a>jiyat. Kenapa Isbat nikah terpadu termasuk Mas}lah}ah H{a>jiyat 

karena jika Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai 

mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, 

namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam 

menjalani kehidupannya.  

Jadi dengan adanya Isbat nikah terpadu, juga sangat membantu pasangan 

dalam proses sidang Isbat nikah yang belum memenuhi ketentuan 

                                                      
91 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul fIkih, diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1993), 101. 
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administratif terkait pencatatan perkawinan, sehingga setelah adanya 

penetapan Pengadilan Agama, hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak 

memiliki akta nikah, akan mendapatkan kepastian hukum. Misalnya, dalam 

pengurusan hak-hak keperdataan seperti warisan, nafkah, hak suami dan istri 

setelah terjadi perceraian dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran anak. 

Namun isbat nikah terpadu jika dilakukan secara rutin juga menimbulkan 

dampak buruk dalam pencatatan perkawinan, yaitu orang-orang akan 

meremehkan pencatatan perkawinan tersebut karena bila menikah siri atau 

nikah di bawah tangan akan sangat mudah untuk mendapatkan buku nikah 

dan akta kelahiran jika mengikuti isbat nikah terpadu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur pelaksanaan sidang isbat terpadu yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama Sampang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu 

sidang keliling Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta 

kelahiran. 

2. Sidang Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 

Sampang Jika dilihat dari Mas{lah{ahnya maka Isbat nikah terpadu 

termasuk dalam Mas}lah}ah H{a>jiyat. Kenapa Isbat nikah terpadu termasuk 

Mas}lah}ah H{a>jiyat karena jika Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi 

maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substasnsi serta tata sistem 

kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan 

kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.  
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B. Saran  

Untuk lembaga yang bersangkutan dalam pencatatan yakni dalam hal 

buku nikah oleh KUA, sedang AKTA kelahiran oleh pencatatan sipil agar 

mensosialsasikan urgensi pencatatan perkawinan lebih masif. 

Dan untuk masyarakat agar dalam melaksanakan sebuah perkawinan 

agar langsung di KUA, agar mendapatkan buku nikah dan terlindungi hak-

haknya. 
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